SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni serta dalam
rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai
Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, perlu disusun
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

bahwa dalam rangka penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis kinerja
dibutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai
dasar dalam menyusun analisis jenis jabatan, jumlah
pegawai dan beban kerja pegawai dalam mendukung
perangkat daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati Teluk Bintuni tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Teluk Bintuni;

. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
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Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
16801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2021 Nomor 136, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat
dan Distrik.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat denga PNS
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
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secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan,
pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi
jabatan.

Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi
mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja.

Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan
fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi
dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling
tinggi.

Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan
gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas
yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan,
tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama
jabatan yang sama.

Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu
jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi
jabatan.

lkhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari
tugastugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu
kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.

Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi
oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat
melaksanakan tugas dengan baik.

Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan
perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh
pemangku jabatan.

Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak
kerja (tugas) menjadi hasil kerja.

Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang
digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.

Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang
dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta
segiseginya.

Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan
untuk mengambil sikap atau menentukan sikap
pengambilan keputusan.

Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat
dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar
dapat melaksanakan tugas dengan baik.



BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEGUNAAN

Pasal 2

(1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.
b.
c.

d.

€.

analisis jabatan;

analisis beban kerja

kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
kewenangan; dan

monitoring, evaluasi dan pengendalian.

(2) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja meliputi
seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;

(3) Analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat
Daerah sebagaimana pada ayat (2), terdiri dari:

a.

B I I

— o) T

° 5 3

i

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Inpektorat;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
Dinas Perhubungan;

Dinas Pertanian;

Dinas Ketahanan Pangan;

Dinas Perikanan;

Dinas Sosial;

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Komunikasi dan informatika, Persandian dan
Statistik;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
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Badan Pendapatan Daerah;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
Z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
bb. Satuan Polisi Pamong Praja;
cc. Distrik Aranday;
dd. Distrik Aroba;
ee. Distrik Babo;
ff. Distrik Bintuni;
- Kelurahan Bintuni Barat; dan
- Kelurahan Bintuni Timur.
gg.  Distrik Biscoop;
hh. Distrik Dataran Beimes;
ii. Distrik Farfuwar;
- Distrik Idoor;
kk. Distrik Kaitaro;
11. Distrik Kamundan;
mm. Distrik Kuri;
nn. Distrik Manimeri;
oo. Distrik Masyeta;
pp.- Distrik Merdey;
qq. Distrik Meyado;
IT. Distrik Moskona Barat;
ss. Distrik Moskona Selatan;
tt. Distrik Moskona Timur;
uu. Distrik Moskona Utara;
vv.  Distrik Sumuri;
ww. Distrik Tembuni;
xx.  Distrik Tomu;
yy. Distrik Tuhiba; dan

zz.  Distrik Weriagar.

BAB III
ANALISIS JABATAN

Pasal 3

Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh
informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya
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penataan PNS pada Perangkat Daerah dalam kepentingan
kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan
pengawasan serta akuntabilitas.

BAB IV
ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

(1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk
memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk
melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan
kebutuhan struktur organisasi.

(2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaiman dimaksud pada ayat
(1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
sesuai beban kerja.

BAB V
KEGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5
(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan
untuk:

perencanaan kebutuhan PNS;
rekruitmen calon PNS;

penempatan PNS;

Ao o op

pengendalian PNS;

e. pendidikan dan pelatihan PNS;
f. pengembangan PNS; dan

g. kesejahteraan PNS.

(2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
kewenangannya dilakukan oleh:

a. Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi dan
Tatalaksana; dan

b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 6

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan
terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi,
jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah
menjadi informasi jabatan, meliputi:

a. nama jabatan;
b. kode jabatan;

C. unit kerja;
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o

ikhtisar jabatan;
syarat jabatan
Tugas Pokok;

bahan kerja;

5@t o

. perangkat/alat kerja;

=

tanggung jawab;

—.

wewenang;

a

korelasi jabatan;

[um—

kondisi lingkungan kerja;
. resiko bahaya;
syarat jabatan lainnya;

prestasi yang diharapkan; dan

© 2 B B

kelas jabatan.

Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan
pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan
fungsi sesuai dengan beban kerja jabatan.

Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 7

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan
kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan
oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak
lain.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Bagian Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan
monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja secara berkala atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis
jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari
formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan
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dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian
Organisasi dan Tatalaksana.

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dan Tatalaksana
dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 14 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 372);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 15 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2021 Nomor 373);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 16 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja
Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 374);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 17 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2021 Nomor 375);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 18 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 376);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 19 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk
Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2021 Nomor 377);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 20 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Ukm Kabupaten
Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2021 Nomor 378);
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Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 21 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 379);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 22 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 380);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 23 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 381);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 24 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Perikanan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 382);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 25 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Sosial Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 383);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 26 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2021 Nomor 384);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 27 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni
(Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021
Nomor 385);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 28 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Teluk Bintuni (Berita
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 386);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 29 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Teluk Bintuni
(Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021
Nomor 387);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 30 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk
Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2021 Nomor 388);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 31 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni (Berita
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 389);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 32 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
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Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten
Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2021 Nomor 390);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 33 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2021 Nomor 391);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 34 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Teluk
Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2021 Nomor 392);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 35 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2021 Nomor 393);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 36 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 394);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 37 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2021 Nomor 395);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 38 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 396);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 39 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan
Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Teluk
Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2021 Nomor 397);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 40 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Distrik
Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2021 Nomor 389);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 41 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni
(Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021
Nomor 399);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 42 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
(Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021
Nomor 400);
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dd. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 43 Tahun 2021
tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja
Kelurahan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 401);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,
ttd

PETRUS KASIHIW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 6 April 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,
ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 9

Mnan ini sesuai dengan aslinya
REPALABAGIAN HUKUM,

RGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
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